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PUTUSAN
Nomor 1052/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

asa I (pan i) ) oy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXxXXXxXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI
UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada KEMARI, SH. dan
Wiwit Fauzan, S.H, Advokat yang berkantor di Dusun |,
RT 002, RW 007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi
Agung, Lampung Timur, dengan ini memilih domisili
pada alamat email kemarish99@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember
2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
390/SKH/12/2022/PA.Ktbm tanggal 09 Desember 2022,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sawo
Jajar Il RT 003 RW 002 xxxx XxXX Xxxxx Kecamatan
Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1052/Pdt.G/2022/PA.Ktbm,
tanggal 09 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Senin, 24 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi Utara,
dengan Nomor: 203/06/VI1/2006 tertanggal 24 Juli 2006;

2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai
tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatusJejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun kemudian tahun
2008 Penggugat dan Tergugatpindah kerumah milik sendiri hingga akhimya
berpisah;

4. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istridan telah dikaruniai
2 (dua) anak yang diberinama :

- ANAK 1 (Umurl5Tahun)
- ANAK 2 (Umur 10 Tahun)

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan bahagia namun pada bulan Mei 2008 ketentraman dan
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a) Sering terjadi selisih faham antara Penggugat danTergugat;

b) Tergugat malas bekerja sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga
menjadi serba kekurangan;

c) Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakitkan hati.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sekira pada bulan Agustus 2012, dimana Penggugat dan Tergugat
bertengkar terus-menerus sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ada

lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
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membina rumah tangga dengan Tergugat, saat ini antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja dan tinggal di
Negara Taiwan dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama
lebih kurang 9 (Sembilan) Tahun;

7. Bahwaadanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah
tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in SugroTergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota

Bumi.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum KEMARI, SH. dan Wiwit Fauzan, S.H, Advokat/Pengacara yang
berkantor di Dusun |, RT 002, RW 007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi
Agung, Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03
Desember 2022 vyang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
390/SKH/12/2022/PA.Ktbm tanggal 09 Desember 2022;
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Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita
Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1052/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 09
Desember 2022, 20 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 yang dibacakan di
dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah;

Bahwa maijelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA. KABUPATEN LAMPUNG
UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 24 Juli 2006 di KUA Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten
Lampung Utara,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
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lebih sejak sekitar tahun 2008 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pemah melihat dan mendengar secara langsung
perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak dua kali;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Termohon malas bekerja dan sering berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak sejak tahun 2012 Penggugat pergi ke Taiwan
karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya
masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA. KABUPATEN LAMPUNG

UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2006 di KUA
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai dua orang anak;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar

tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian
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berangkat ke Taiwan dan pada tahun 2015 Penggugat kembali
pulang ke Indonesia akan tetapi tidak kembali ke kediaman
Tergugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pemah bersatu lagi dan keduanya
sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri;

— Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung
perselisihan dan pertengkaran tersebut;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas
bekerja dan selama ini hanya sering diumah, pekerjaan Tergugat
adalah makelar motor yang hanya kaan mencari motor jika ada
orang yang akan membeli motor;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan
baru siap alat bukti saksi sedangkan alat bukti surat akan diajukan pada sidang
berikutnya dengan agenda pembuktian lanjutan Penggugat;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu dan
diperintahkan majelis hakim untuk hadir pada sidang dengan agenda
pembuktian lanjutan dari Penggugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 03 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 390/SKH/12/2022/PA.Ktbm
tanggal 09 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147
RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata
telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa
Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan
Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai
advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
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sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang
pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan
sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg..
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian
lanjutan Penggugat untuk memberikan alat bukti surat yang menerangkan
status perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam menerangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan status
perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa kutipan akta nikah oleh karena itu
gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Januar 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Nadia Rufaidah,S.H.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul
Islami, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 1052/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 09 Desember 2022
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Maijelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang
sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Muhammad Ridho, S.Sy. Nadia Rufaidah,S.H.
Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan ‘Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

5. Redaksi ‘Rp 10.000,00

6. Meterai ‘Rp 10.000,00

Jumlah Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
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